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PROVINS! BALI 

PERATURAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR 10 TAHUN 2020 

TENTANG 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA 
DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGASEM, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan 

Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta 

Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

1 .  Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam 
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6197); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 2 1  Tahun 201 1  tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2 0 1 1  N o m o r  310) ;  

6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 

Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem No 4) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
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2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Karangasem Nomor 7); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 

Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Karangasem Nomor 2); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI 

INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA 

DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

B AB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem 

3. Bupati adalah Bupati Karangasem. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem. 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten 

Karangasem. 

6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Karangasem. 

7. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang meminpin 

Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem. 

8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap 

bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan 

kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD 

untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 

Kabupaten Karangasem. 

9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap kali 

melaksanakan reses kepada pimpinan dan anggota DPRD. 

10.  Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO 
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adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD 

untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan 

representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan 

pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari. 

BAB II 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Pasal 2 

(1 )  Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan 

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 

(2) Tunjangan Komunikasi lntensif dan Tunjangan Reses sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  diberikan sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah. 

(3) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran 

pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai 

aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, 

yaitu tinggi, sedang dan rendah. 

(4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) tergolong pada kelompok kemampuan keuangan daerah rendah. 

Bagian Kesatu 

Tunjangan Komunikasi Intensif 

Pasal 3 

Tunjangan Komunikasi lntensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan 

kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 

Pasal 4 

Besaran Tunjangan Komunikasi lntensif Pimpinan dan Anggota DPRD 

diberikan sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD. 

Bagian Kedua 

Tunjangan Reses 

Pasal 5 

Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan 

dan Anggota DPRD. 
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Pasal 6 

Besaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 

3 (Tiga) kali uang representasi Ketua DPRD. 

BAB III 

DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Pasal 7 

Dana Operasional diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD. 

Pasal 8 

(1 )  Besaran Dana Operasional Ketua DPRD diberikan sebesar 2 (dua) kali 

uang representasi Ketua DPRD. 

(2) Besaran Dana Operasional Wakil Ketua DPRD diberikan masing­ 

masing sebesar 1 ,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil 

KetuaDPRD. 

BAB IV 

PEMBIAYAAN 

Pasal 9 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati 

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

B AB V  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 63 

Tahun 2017 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses 

bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana 

Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 

2017 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 1 1  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Karangasem. 

Ditetapkan di Amlapura 

pada tanggal 17 Januari 2020 

BUPATI KARANGASEM, I 

YU MAS SUMATRI 

Diundangkan di Amlapura 

pada tanggal 17 Januari 2020 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KARANGASEM, 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 10. 


